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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Perkawinan merupakan sebuah lembaga yang telah disiapkan oleh 

negara dengan tujuan dapat menciptakan stabilitas kehidupan manusia. 

Perkawinan juga diiringu dengan komitmen (perjanjian) bersama antara dua 

jenis kelamin berbeda, perkawinan juga memiliki akibat – akibat hukum yang 

diakui oleh kedua belah pihak, dikukuhkan dan dilindungi oleh Undang – 

Undang (Negara). Perkawinan menyangkut kebersamaan hidup yang esensi dan 

karakternya didasarkan pada kodrat (fitrah) kemanusiaan. Dalam bahasa hukum 

Negara, fitrah ini diwujudkan dalam bentuk kemerdekaan bertindak melalui 

perjanjian timbal-balik antara laki-laki dan perempuan yang berkomitmen 

untuk hidup bersama sebagai suami dan istri. Hubungan suami dan istri, 

ataupun ikatan perkawinan dia tur dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 

2019 tentang Perkawinan. Menurut Pasal 1 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 

2019 dijelaskan “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seseorang 

pria dengan seseorang wanita untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”  

Ikatan lahir batin yang dituliskan dan sebagaimana tercantum dalam 

Undang – Undang Perkawinan tersebut memiliki pengertian bahwa perkawinan 

memiliki nilai ikatan formil yang secara lahir jelas tampak, dan juga memiliki 
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ikatan batin yang dapat dirasakan oleh masing-masing individu. Dengan kata 

lain, pengertian diatas memiliki dua sudut pandang, yaitu segi hukum secara 

formil dan segi sosial keagamaan. Sehingga, secara umum dapat juga dipahami 

bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita 

yang erat hubungannya dengan persoalan hukum (perdata) dan moral (agama). 

Di dalam ruang lingkup keperdataan, bahwa perkawinan yang sah harus 

memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang 

berlaku.  

Tujuan perkawinan dimaksudkan dengan hubungan yang berkelanjutan 

atau kata bahagia dengan maksud melalui perkawinan seorang laki-laki dan 

seorang wanita bisa mendapat kebahagiaan yang kekal, tidak hanya dari segi 

hukum formalnya, tetapi juga dari sifat sosial perkawinannya itu sendiri 

membawa manfaat. Dengan demikian, dalam perkawinan diharapkan terjadinya 

situasi antara suami dan istri mempunyai niat yang sungguh – sungguh di dalam 

batinnya untuk hidup bersama dengan tujuan membentuk dan membina 

keluarga yang bahagia dan kekal.1  

Djoko Prakoso dalam bukunya Azas-azas Hukum Perkawinan di 

Indonesia bahwa syarat – syarat Perkawinan diatur juga dalam Undang – 

Undang No. 16 tahun 2019 yaitu pada Pasal 6 berbunyi:  

 
1 Khaeron Sirin, Perkawinan Mazhab Indonesia, Yogyakarta : Penerbit Deepublish, 2018, 

hlm. 6.  
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(1) Perkawinan harus berlandaskan atas persetujuan kedua calon 

mempelai;  

(2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai 

umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang 

tua; 

(3) Dalam hal salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal dunia 

atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka 

izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orangtua yang 

mampu menyatakan kehendaknya;  

(4) Dalam hal kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan 

tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari 

wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai 

hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka 

masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.  

(5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut 

dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih 

mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam 

daerah hukum tempat timpat orang yang akan melangsungkan 

perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin 

setelah lebih dulu mendengar orang – orang tersebut dalam ayat (2), 

(3) dan (4) pasal ini.  
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(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku 

sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu 

dari yang bersangkutan tidak menentukan lain-lain diluar 

kesepakatan.  

 Yang dimaksud dengan persetujuan kedua calon mempelai ialah 

adanya persetujuan bebas, tanpa adanya paksaan lahir dan batin dari pihak luar  

manapun untuk melaksanakan perkawinan.  

Salah satu konflik yang muncul ke permukaan sebagai akibat dari 

kemajuan pergaulan internasional dan teknologi berdampak cukup terasa untuk 

perkawinan campuran, atau perkawinan berbeda kewarganegaraan. Fenomena 

ini jelas tak terhindarkan mengingat frekuensi atau intensitas pertemuan dan 

interaksi yang tinggi karena adanya dukungan teknologi yang memumpuni serta 

bermukimnya orang asing di Indonesia untuk waktu yang lama dengan 

kepentingan dan tujuan tertentu. Interaksi antara orang asing dengan warga 

negara Indonesia sangat mungkin terjadi dan menciptakan hubungan serius 

yang kemudian meningkat ke level perkawinan yang sah. Konflik seperti ini 

jelas memerlukan perangkat hukum yang memumpuni bukan hanya 

memberikan legalitas bagi perkawinan mereka agar terhindar dari sengketa di 

kemudian hari, tetapi juga memberikan perlindungan hukum dan kepastian 

hukum, khususnya bagi perempuan yang menikah dengan laki – laki asing.2  

 
2 Khaeron Sirin,  Perkawinan Mazhab Indonesia. Yogyakarta : Penerbit Deepublish, 2018, 

hlm. 55  
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Menurut Nederburgh, ia mengatakan perkawinan campuran meliputi 

perkawinan antar golongan-golongan, perkawinan antar agama atau 

kepercayaan, perkawinan antar tempat maupun perkawinan yang bersifat 

internasional. 3  

Ditambahkan oleh Prof. Van Vollenhoven, perkawinan campuran 

hanyalah terjadu mengenai perkawinan antar golongan saja, jadi tidak akan 

terjadi bila hanya meliputi perkawinan antar agama.4  

Sedangkan, menurut para ahli hukum dan yurisprudensi, perkawinan 

campuran adalah perkawinan antar seorang laki-laki dan seorang perempuan 

yang masing – masing pada umumnya hanya tunduk pada hukum yang 

berlainan dan tidak lebih. Lebih jauh dalam GHR menjelaskan lebih dalam, 

dalam hal seorang perempuan yang  melakukan perkawinan campuran. Dengan 

kata lain, perempuan yang melakukan perkawinan campuran mengakibatkan 

berubah statusnya mengikuti status hukum suaminya yang sebelumnya tidak 

mengikuti.5  

Seiring waktu berjalan setelah berlakunya Undang – Undang No. 16 

tahun 2019, maka terjadilah penyempitan makna untuk istilah perkawinan 

campuran yang sebelumnya lebih luas. Undang-Undang tersebut masih 

 
3 Abdurrahman dan Riduan Syahrani, Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia, 

Bandung : Penerbit Alumni, 1978, hlm. 25.  
4 Gouw Giok Siong,Segi – Segi Hukum Perkawinan Campuran, Jakarta : Sinar Grafika, 

1958. hlm. 101  
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memberi peluang terjadinya perkawinan campuran di Indonesia dan juga 

mengatur mengenai pembatasan perkawinan campuran.   

Dalam pasal 57 UU Perkawinan ini dijelaskan  bahwa : “Perkawinan 

antara dua orang yang di Indonesia tunduk secara langsung pada hukum yang 

berlainan, ditambah karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak 

berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan 

Indonesia, bisa itu dari pihak suami atau istri.”6 Dari definisi pasal 57 UU 

Perkawinan ini maka dapat dijabarkan secara jelas unsur – unsur perkawinan 

campuran. Pertama, perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita 

harus dilakukan. Kedua, di Indonesia, tunduk pada aturan berbeda. Ketiga, 

karena perbedaan kewarganegaraan antara para pihak yang melangsukan 

perkawinan. Keempat, salah satu pihak memiliki berkewarganegaraan 

Indonesia.5  

Undang-undang tentu memberi jaminan berupa hak-hak perdata untuk 

warga negara asing yang telah menjadi warga di Indonesua, diantaranya 

mempunyai hak melakukan transaksi jual beli berbagai jenis barang termasuk 

tanah yang berstatus hak pakai atau hak milik,  dengan tujuan untuk 

membangun tempat tinggal. Pengaturan pemilikan bangunan yang dilakukan 

oleh Warga Negara Asing antara lain meliputi fungsi bangunan, harga  minimal, 

presentase pemilikan Warga Negara Asing di dalam keseluruhan unit bangunan, 

 
5 Sidarto Gautama, Segi-segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran. Bandung : Sinar 

Grafika, 1996. hlm. 129.  
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dalam suatu komplek yang ditinggali, pembebanan, peralihan, hapusnya dan 

pengawasannya.6  

Antara suami dan istri dalam perjanjian perkawinan dapat diperjanjikan 

walaupun terjadi adanya pencampuran harta kekayaan atau gono gini, beberapa 

benda tertentu tidak bisa termasuk dalam harta percampuran. Perjanjian 

perkawinan dalam KHI dapat meliputi pemisahan harta, percampuran harta-

harta pribadi, pemisahan harta pencaharian yang dilakukan masing-masing, 

menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas 

harta pribadi dan harta bersama. Dalam hal pemenuhan kebutuhan rumah 

tangga untuk sebuah perjanjian perkawinan yang telah dibuat Apabila dibuat 

sebuah perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta bersama maka 

perjanjian itu tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi 

kebutuhan rumah tangga secara sepihak dan diam-diam. Isi perjanjian tidak 

dapat diubah selama perkawinan berlangsung, kecuali ada persetujuan kedua 

pihak untuk mengubah dan  dampaknya tidak merugikan pihak ketiga.7  

Cara dan ketentuan untuk kepemilikan hak atas tanah diatur di dalam 

beberapa rumusan UUPA dalam Pasal 21 ayat (1) , (2) , (3) dan (4).  

Dengan ketentuan:  

 
6 Subekti dan Tjitrosudinio, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata cet ke-31, 

Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2001, hlm. 555.  
7 Khaeron Sirin, Perkawinan Mazhab Indonesia, Yogyakarta : Penerbit Deepublish, 2018, 

hlm. 53.  
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(1) Hanya warga negara Indonesia yang hanya bisa mempunyai hak 

milik.  

(2) Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang mempunyai  

Hak Milik dan syarat-syaratnya.  

(3) Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini dapat 

memperoleh Hak Milik karena pewarisan tanpa wasiat atau 

pencampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara 

Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya 

undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepas 

hak itu dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak 

tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka 

waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut 

hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan 

ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninnya tetap 

berlangsung.  

(4) Selama seseorang disamping kewarganegaraan Indonesianya  

mempunyai kewarganegaraan asing, maka ia tidak dapat mempunyai 

tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat (3) 

pasal ini.8  

 
8 Siti Zumrokhmatun dan Darda Syahrizal,Undang-undang Agraria dan Aplikasinya,Jakarta : 

Dunia Cerdas, Tanpa tahun,  hlm. 90.  
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Perjanjian perkawinan pada dasarnya adalah sama halnya dengan 

perjanjian pada umumnya, yakni kedua belah pihak diberikan untuk melakukan 

perbuatan hukum dengan kebebasan asas kebebasan berkontrak, asalkan tidak 

bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan atau tidak melanggar 

ketertiban umum dan juga kesopanan. Hal tersebut dilindungi berdasarkan 

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E 

ayat (2) di mana “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, 

menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Bertolak pada 

ketentuan tersebut, hak kebebasan tidak mendapat kepastian hukum akibat 

ketentuan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 29 ayat (1), ayat 

(3) dan ayat (4) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 1945 Pasal 28E (ayat 2). Pasal 29 ayat (1), (2) dan (3) pada intinya 

berisi ketentuan yang mengatur perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum 

atau pada saat perkawinan berlangsung.   

Alasan dikeluarnya putusan MK ini karena adanya kontradiksi dua 

peraturan perundang-undangan yang berakibat dapat melanggar hak 

konstitusional pemohon yang bernama Ike Farida 

Selanjutnya, Ike Farida adalah selaku pemohon yang mengajukan 

Judicial Review terhadap beberapa pasal dalam peraturan perundang-Undangan 

yang dianggapnya terjadi tumpang tindih dengan Peraturan Hukum lainnya, 

dan dianggap juga memiliki penafsiran makna yang kurang jelas. Pemohon 

sebagai pelaku perkawinan campuran dengan WNA berkewarganegaraan 
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Jepang.  Kronologisnya bermula ketika pemohon (Ike Farida) ingin membeli 

rumah rusun yang berlokasi di Jakarta. Pemohon telah melakukan pembayaran 

dengan maksud membeli sebuah rumah tersebut namun, rumah rusun tersebut 

tidak kunjung diberikan juga oleh pihak pengembang. Bahkan kemudian 

seiring berjalannya waktu perjanjian untuk penyerahan rusun tersebut 

dibatalkan secara sepihak oleh pihak pengembang dengan alasan suami pembeli 

memiliki kewarganegaraan asing yakni jepang dan pengembang menganggap 

pemohon tidak memiliki perjanjian perkawinan yang sah. 9  Termasuk pula 

perkawinan tersebut adalah perkawinan campuran yang dilangsungkan tanpa 

membuat perjanjian kawin harta terpisah sebelumnya, maka akibat hukum 

yakni apartemen yang dibeli oleh seorang suami/istri WNI dengan sendirinya 

menjadi milik istri/ suami yang WNA juga tanpa adanya pemisahan.   

Hal kedua adalah ketidakadaan dari pemohon tidak melakukan 

perjanjian perkawinan yang seharusnya baik dilakukan sebelum menikah, 

sehingga jika tidak ada perjanjian perkawinan sebelumnya, maka semua harta 

yang diperoleh selama masa perkawinan adalah menjadi harta bersama suami 

istri dan sebagai akibatnya selanjutnya pemohon tidak dapat membuat 

perjanjian perkawinan untuk melaksanakan pemisahan harta bersama suami 

istri dan sebagai akibatnya pemohon tidak dapat membuat perjanjian 

perkawinan untuk mengatur pemisahan harta, yang selanjutnya berdampak 

 
9 Perjanjian Pisah Harta dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) 

maupun UU Perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan 

mereka, yang menyimpang dari asas.  
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pada atas musnahnya hak pemohon untuk membeli rusun tersebut karena 

bertentangan dengan bunyi Pasal 36 ayat (1) UUPA. Jika pengadilan 

memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan yang jelas, maka keputusan itu 

dapat menjadi pengganti keterangan, surat keterangan atau keputusan pengganti 

keterangan tidak dilangsungkan masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu 

diberikan.  

Bahwa di dalam UUPA telah jelas memiliki tujuan utama  yakni, UUPA 

adalah menetapkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang 

di mana ini merupakan alat yang digunakan untuk membangun masyarakat 

yang adil serta Makmur, bermanfaat bagi sesama dan untuk memberikan 

kepastian hukum yang lebih mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat Indonesia 

seluruhnya.   

Meskipun percampuran harta terjadi demi hukum dan sesuai dengan 

peraturan yang ada, bukan berarti keadaan ini tidak bisa dihindari. Hukum 

positif memberikan solusi hukum, yaitu dengan membuat perjanjian 

perkawinan yang secara tegas berisi memisahkan harta suami dan istri dalam 

perkawinan.10  Dengan perjanjian semacam ini, maka ada pemisahan antara 

 
10 Undang-Undang Republik Indonesia Undang – Undang No. 16 tahun 2019tentang 

Perkawinan (“UU Perkawinan”) tidak mengatur mengenai apa saja yang diatur dalam 

perkawinan. Aturan main yang diberikan hanya seputar larangan dari isi perjanjian perkawinan. 

Dengan mengacu pada Pasal 66 UU Perkawinan, ketentuan mengenai isi dari perjanjian 

perkawinan bisa merujuk pada ketentuan dalam Burgerlijk Wetboek voor Indonesia (“BW”), 

sebab isi dari perjanjian perkawinan bukan atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang. Perjanjian 

pisah harta kini boleh dibuat pada waktu, sebelum, atau selama dalam ikatan perkawinan. Hal ini telah 

diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. 
merupakan hal yang diatur dalam UU Perkawinan. Pasal 139 BW secara tegas mengatur bahwa 

perjanjian perkawinan bisa mengesampingkan perihal percampuran harta akibat perkawinan.  
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suami dan istri. Hal tersebut ditegaskan pula oleh Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia, dalam Surat Nomor HAM2HA.01.02-10, tertanggal 20 Januari 

2015, yang menyatakan : “Menurut Ketentuan hukum yang berlaku, bahwa 

harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, 

sehingga di sini ada percampuran harta, dan suami yang berstatus WNA akan 

turut dapat menjadi pemilik atas harta tersebut. Ketentuan ini, dapat 

dikecualikan dengan adanya perjanjian kawin pisah harta yang dibuat sebelum 

perkawinan vide Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan”.11  

Kondisi hukum ini berlaku secara menyeluruh tanpa terkecuali bagi 

setiap WNI, termasuk WNI yang melakukan perkawinan dengan WNA 12 , 

 maupun WNI  yang melangsungkan perkawinan di luar negara Indonesia13 . 

Permasalahan yang timbul adalah, percampuran harta yang terjadi antara WNI 

dan WNA menyebabkan gugurnya hak dari WNI yang bersangkutan untuk 

memiliki tanah dengan status Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna 

Usaha.   

Ternyata Pasal 21 ayat (3) UUPA memiliki pemaknaan yang berbeda 

dari tujuan utama pembentukan Undang – Undang pada awal pembentukan 

UUPA, yaitu memberikan kepastian hukum bagi warga negara Indonesia. 

 
11 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. hlm. 14.  
12 Ketentuan pasal 56 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan yang 

dilakukan oleh warga negara Indonesia di luar Indonesia tidak boleh melanggar ketentuan di 

dalam UU perkawinan.  
13 Ibid, Pasal 57.  
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Sehingga warga negara asing yang menikah dengan warga negara Indonesia 

tersebut harus melepaskan haknya dalam waktu kurang dari satu tahun sejak 

percampuran harta karena perkawinan dilakukan. Sedangkan Pasal 21 ayat (3) 

UUPA melarang kepemilikan Hak Milik dan Hak Guna Bangunan bagi warga 

negara Indonesia yang menyatakan bahwa status warga negara Indonesia yang 

kawin dengan warga negara asing berbeda atau dibedakan haknya dari warga 

negara Indonesia yang kawin dengan warga negara Indonesia, sebagaimana 

diatur dalam pasal 2 UU Kewarganegaraan juncto Pasal 26 ayat (1) UUD 1945.   

Hak bangsa Indonesia sebagai hak penguasa atas tanah yang tertinggi 

yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) s.d. ayat (3) UUPA, yang berbunyi:  

(1) Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh 

rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia;  

(2) Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam 

yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia  

sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang 

angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional;  

(3) Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air seta ruang 

angkasa termasuk dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan yang 

bersifat abadi;  

Setelah menelaah permohonan yang diajukan oleh Ny. Ike Farida 

dengan temuan banyaknya multitafsir yang terjadi, sehingga menyebabkan 
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sedikit banyaknya merenggut hak-hak dasar Warga Negara Indonesia yang 

dijamin Undang – Undang Dasar 1945. Status subjek hukum tersebut sangat 

menentukan status tanah yang dikuasainya. Hal ini berbanding dengan sebelum 

UUPA, yakni status hukum tidak memenuhi status tanah yang dikuasainya, 

orang HindiaBelanda dapat mempunyai hak milik adat. Berdasarkan penjelasan 

tersebut di atas maka diperlukan adanya penelitan untuk permasalahan ini, dan 

penulis akan membahasnya melalui skripsi ini dengan judul  “Studi 

Komparasi Hak Milik Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran Sebelum 

dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015”.  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas yang sudah dijelaskan, agar 

mencapai sasaran penulisan yang tepat maka akan diberikan rumusan masalah 

ke dalam beberapa poin agar lebih terarah :  

1. Bagaimana status hak milik atas tanah sebelum putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 ?  

2. Bagaimana status hak milik atas tanah sesudah putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015  

C. Tujuan Penelitian  

Adapun yang menjadi tujuan dilakukan penelitian adalah:  
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1. Untuk mengetahui status hak milik atas tanah sebelum putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 

2. Untuk mengetahui status hak milik atas tanah sesudah putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini merupakan sarana untuk memperjelas serta 

mengembangkan ilmu pengetahuan, oleh karena itu diharapkan agar skripsi ini 

dapat memberi manfaat sebagai berikut:  

1. Secara Teoritis  

Penulisan skripsi ini diharapkan mampu untuk memberikan 

sumbangsih pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan yaitu 

hukum  perdata,  sehingga  penulisan ini nantinya 

memenuhi rasa keingintahuan para pihak yang ingin mendalami 

mengenai Hak Milik atas Tanah dalam Perkawinan Campuran Sebelum 

dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 

baik mahasiswa, akademisi, maupun masyarakat luas.  

 

2. Secara Praktis  

1) Memberikan sumbangsih pemahaman kepada para pelaku 

perkawinan campuran kepada  tentang aturan hukum perjanjian 
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perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Tanah 

dalam Undang-Undang Perkawinan.  

2) Memberikan tambahan pengetahuan melalui perbandingan 

mengenai hak kepemilikan atas tanah sebelum dan sesudah 

putusan dalam perkawinan campuran bagi praktisi hukum, 

seperti advokad, notaris, guna menegakkan keadilan bagi 

masyarakat.  

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Batasan ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini adalah yang 

berkaitan dengan Perkawinan, Hak Milik, Tanah melalui media elektronik 

menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Undang – 

Undang No. 16 tahun 2019Tentang Perkawinan,  Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria dan Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 69/PUU-XIII/2015.  

F. Landasan Teori  

Adapun teori – teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  
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1. Teori Hukum Perkawinan  

Perkawinan menurut K. Wantjik Saleh adalah Perjanjian yang 

diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang laki-laki 

dengan seorang perempuan dengan tujuan material, dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai  suatu asas pertama dalam 

Pancasila.14  

Dasar hukum perkawinan adalah Undang-Undang Perkawinan. Pada 

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan bahwa pengertian perkawinan adalah 

: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan   

Pasal 1 yang berbunyi : “Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, 

di mana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka 

perkawinan bukan saja meliputi unsur lahir atau jasmani, melainkan unsur 

batin atau rohani juga mempunyai perananan penting bagi kedua belah 

pihak.”15  

Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) mengatur 

mengenai sahnya perkawinan yang berbunyi : “Perkawinan itu dikatakan 

 
14 K. Wantjik Saleh, Op.Cit, hlm.15.  
15 Meita Djohan OE, “Perbandingan Prosedur Perkawinan Adat Suku Jawa Dalam Perspektif 

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019  dan Hukum Islam”, Jurnal Ilmu Hukum Program Pascasarjana 

Universitas Bandar Lampung,Volume 13, Nomor 1, Januari 2018, hlm. 45.  
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sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu”.Undang – Undang Perkawinan juga menetapkan dan 

mengatur mengenai perkawinancampuran.  

2. Teori Perlindungan Hukum  

Radbruc menyebutkan bahwa kebermanfaatan, keadilan, dan 

kepastian hukum sebagai tiga ide dasar hukum yang sangat mendasar bagi 

tiga nilai dasar hukum16, yang berarti dapat dikaitkan dengan asas hukum. 

Sebagai asas hukum, dengan sendirinya meletakkan asas ini menjadi acuan 

yang pertama baik dalam pengaturan perundang-undangan maupun dalam 

berbagai aktivitas yang berkaitan dengan hukum.   

Asas perlindungan hukum terdiri atas pandangan atau cara hidup 

pribadi, asas ini mengatakan bahwa pemerintah selayaknya melindungi hak 

atas kehidupan pribadi setiap warga negara. Penerapan asas ini dikaitkan 

dengan sistem keyakinan, kesusilaan, dan norma-norma yang dijunjung 

tinggi masyarakat sejak dahulu. Pandangan hidup seseorang tidak dapat 

digunakan dengan baik ketika bertentangan dengan norma-norma suatu 

bangsa.17 Asas perlindungan Hukum mencakup tiga hal, diantaranya :  

 
16 Ali Achmad, Menguak Tabir Hukum, Jakarta : Chandra Pratama, 1996,  Hlm. 95.  
17 Asep Wartan Yusuf, Perlindungan Hukum (Reschtbescherming) Bagi Aparatur Sipil 

Negara (ASN) dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Jakarta : Penerbit Deepublish, 2019, Hlm. 2-3.  
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(1) Penetapan hak-hak warga negara atas penyelenggaraan yang 

dilakukan oleh pemerintahan;  

(2) Memanfaatkan sebaik-baiknya sumber daya yang tersedia pada 

negara/pemerintah dalam hal memenuhi hak-hak warga negara;  

(3)    Adanya jaminan akses pada keadilan pada seluruh warga negara 

yang dilakukan oleh Pemerintah.   

  

3. Teori Kepastian Hukum  

Menurut Hans Kelsen, “Hukum adalah sebuah sistem norma-norma 

yang saling berhubungan.” Undang – Undang yang berisi aturan-aturan yang 

bersifat umum menjadi pedoman dasar bagi individu bertingkah laku dalam 

bermasyarakat di lingkungan, baik dalam hubungan dengan sesama maupun 

dalam hubungan masyarakat. 18  Menurut Utrecht, “Kepastian hukum 

mengandung dua pengertian, yaitu (1) Adanya aturan yang bersifat umum 

membuat individu dengan tujuan mengetahui perbuatan apa yang boleh atau 

tidak boleh dilakukan oleh masyarakat, bisa berupa keamanan hukum bagi 

individu dari kewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat 

umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh diterapkan atau 

dilakukan oleh Negara terhadap individu dalam bermasyarakat.”19  

 
18 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Kencana, 2008, hlm. 158.  
19 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, 

hlm. 23.   
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Ajaran Kepastian Hukum secara historis berasal dari ajaran Yuridis 

– Dogmatik uang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis yang lahir 

di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang 

otonom, mandiri atau berdiri sendiri, yang tak lain hanya merupakan 

sekumpulan peraturan yang mengikat. Karena sifat umum dari kepastian 

hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan 

keadilan atau kemanfaatan semata, melainkan hanya berkutat untuk 

kepastian hukum saja.20 Sehingga nantinya teori ini menjadi dasar yang 

penting untuk menentukan hukum apa yang dipergunakan hakim dalam 

mengambil keputusan yang bersifat final.  

  

4. Teori Pertimbangan Hakim  

Pokok kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang 

Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta didalam Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009. Undang-Undang Dasar RI 1945 menjamin adanya 

suatu Kekuasaan Kehakiman yang bebas dan bebas dari intervensi dari pihak 

manapun.  Fakta materiil menjadi fokus karena hakim maupun para pihak 

akan mencari dasar hukum yang solutif dan tepat untuk diterapkan pada fakta 

kasus tersebut sehingga para pihak bisa menerima putusan hakim dan 

 
20 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Jakarta : Toko 

Gunung Agung, 2002, hlm. 82-83.  
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menjalankan putusan hakim.21 karena untuk sampai pada salah satu putusan 

itu hakim harus menuliskan alasan-alasannya. Teori ini nantinya menjadi 

dasar pertimbangan hakim mengabulkan Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 69/PUU-XIII/2015.  

  

G. Metodologi Penelitian  

Metodologi Penelitian merupakan suatu unsur yang keberadaanya harus 

ada di dalam suatu penelitian dengan maksud menjelaskan suatu tipe pemikiran 

yang nantinya digunakan dalam melakukan penelitian dan penilaian, serta 

teknik yang umum yang sudah lazim bagi ilmu pengetahuan dengan cara 

tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur yang berkelanjutan.22 Metodologi 

penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan 

berdasarkan peraturan perundang-Undangan, yang dalam hal ini 

adalah Undang – Undang No. 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, 

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok  

 
21 Peter Mahmud Marzuki, Op.,Cit, hlm. 119.  
22 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press, 1984, hlm. 5.  
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Agraria serta Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.  

2. Pendekatan Penelitian  

a. Pendekatan PerUndang-Undangan (Statue Approach).  

Pendekatan PerUndang-Undangan atau statue approach 

adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua 

Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu 

hukum yang sedang ditangani.23 Dalam hal ini penulis memilih 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang 

Perkawinan, KHI, Undang-Undang Perkawinan yang berkaitan 

dengan penelitian.  

 

b. Pendekatan Analisis (Analytical Approach)  

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan 

analisis, dimana penelitian ini merupakan kumpulan 

seperangkat ungkapan-ungkapan dan asusmsi kebahasaan yang 

dijadikan sebagai dasar untuk membangun argumentasi hukum 

yang jelas maknanya dan juga dalam menjawab permasalahan 

dalam penelitian yang diangkat penulis.   

  

 
23 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 

2009, hlm. 93.  
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3. Sumber Bahan Hukum  

Dalam penyusunan Penelitian ini, beberapa kumpulan data 

dan sumber yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum 

tersier.24  

a. Bahan hukum primer yaitu Kitab Undang – Undang Perdata  

(Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Kompilasi Hukum 

Islam (KHI), Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Pokok-pokok Agraria, Undang – Undang No. 16 tahun 2019 

tentang Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

69/PUU-XIII/2015 .  

 

b. Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer, yakni hasil karya para 

ahli berupa buku – buku, pendapat – pendapat pakar hukum, 

rancangan, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan 

pembahasan penelitian ini.25  

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum  

 
24 Ibid, hlm. 51.  
25 Ibid, hlm. 52.  
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Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik 

studi pustaka dan juga melalui bantuan media elektronik yaitu 

internet, serta untuk memperoleh data dari sumber ini dilakukan 

dengan memadukan dan menafsirkan dari data-data yang telah ada.  

5. Teknik Analisis Bahan Hukum  

Teknik analisis bahan-bahan hukum yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu dengan 

melakukan uraian secara deskriptif dari data sekunder ke data 

primer yang telah dikumpulkan mengenai permasalahan yang 

berkaitan dengan penelitian ini berdasarkan peraturan. Pengelolaan 

data pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk melakukan analisa 

terhadap permasalahan yang akan dibahas.  

Analisis dilakukan dengan:  

a. Mengumpulkan bahan hukum yang relevan dengan  

permasalahan yang diteliti;  

b. Memilih kaidah hukum yang sesuai dengan penelitian;  

c. Menjelaskan hubungan – hubungan antara berbagai  

konsep, Pasal yang ada;  

d. Menarik kesimpulan dengan metode deduktif.  

  

6. Teknik Penarikan Kesimpulan  
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Data yang berhasil di kumpulkan yaitu data sekunder, 

kemudian diolah dan di analisis dengan salah satu Teknik analisis 

yakni, menggunakan teknik analisis metode deduktif, yaitu dengan 

menguraikan semua data yang didapat dari penelitian dan peristiwa 

hukumnya melakukan pemilahan terhadap bahan-bahan hukum 

yang relevan atau cocok agar sesuai dengan masing-masing 

permasalahan yang dibahas dengan memperhubungkan bahan 

hukum yang ada. Mengolah dan menginterpretasikan data sebagai 

acuan sebagai landasan berpikir dengan tujuan mendapat 

generalisasi untuk menjelaskan kesimpulan yang baik dan benar. 
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